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ABSTRAK 
Pengalaman Komunikasi Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah 
Periode 2014/2019 dalam Rapat Komisi 
Anggota legislatif memiliki peran public speaker sebagai perwakilan masyarakat di dalam 
pemerintahan. Menjadi minoritas dalan lembaga legislatif yang didominasi laki-laki, 
kemampuan public speaking anggota legislatif perempuan akan sangat diuji jika ingin 
memastikan suaranya didengar dalam pembuatan keputusan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivisme dimana 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengalaman komunikasi anggota 
legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014/2019 dalam rapat komisi. 
Adapun teori yang digunakan meliputi: Teori Retorika Aristoteles dan Gender 
Communication Theory. Unit analisis penelitian ini adalah tiga orang anggota legislatif 
perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah. 
Hasil temuan penelitian ini adalah perbedaan gaya public speaking tidak hanya ditemukan 
dalam konteks antara anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah laki-laki dan 
perempuan saja, namun anggota legislatif perempuan pun memiliki gaya public speaking 
yang berbeda-beda. Selain itu stereotype mengenai gaya komunikasi perempuan tidak lagi 
ditemukan pada anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah, melainkan 
budaya Jawa Tengah yang cenderung kental dengan unggah-ungguh, sopan santun, dan tidak 
menggunakan intonasi yang tinggi ketika bicara, serta adanya tata cara dan pakem yang 
berlaku mempengaruhi gaya public speaking semua anggota legislatif, tidak terbatas hanya 
pada anggota perempuan. Baik anggota legislatif laki-laki maupun perempuan memiliki 
posisi yang sama dalam rapat komisi, tanpa ada pembedaan porsi antara laki-laki dan 
perempuan. Namun stereotype mengenai perempuan itu sendiri serta belum adanya 
pengakuan kemampuan memang menempatkan anggota legislatif perempuan pada posisi 
yang kurang strategis, seperti jarangnya pemberian posisi ketua kepada perempuan.  
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi 
Jawa Tengah masih menerima kendala untuk menjalankan perannya sebagai public speaker 
di lembaga legislatif dari stereotype dan budaya Jawa Tengah mengenai perempuan, yang 
menuntut kesopanan dan kelembutan serta belum mengakui kemampuan perempuan sebagai 
pemimpin. 
Kata kunci: retorika, public speaking, legislatif perempuan, DPRD 
ABSTRACT 
Communication experiences of Female Legislator DPRD Central Java Province Period of 
2014/2019 in Committee Meeting 
Legislators have the role as puclic speakers representing the public in the government. Being 
the minors in the legislature, female legislators’ public speaking ability would be severely 
tested if they want to make sure their  voices are heard during the decisions making. 
This research used a qualitative approach and constructivism paradigm which is aimed to 
describe how the communication experiences of female legislator DPRD Provinsi Jawa 
Tengah period of 2014/2019 in committee meeting. The theories used consist of: Aristoteles 
Rhetoric Theory and Gender Communication Theory. Unit analysis of this research was three 
female legislators of DPRD Provinsi Jawa Tengah. 
The result of this research are that the difference of public speaking style wasn’t only found 
in the context of male and female legislators of DPRD Provinsi Jawa Tengah only, but even 
the female legislators have different style of public speaking. Moreover the stereotype about 
female communication style wasn’t found anymore on female legislator of DPRD Provinsi 
Jawa Tengah, but the culture of Central Java which is rich of  courteousy, manners and rather 
not using high intonacy and tones, and also the formal procedures and informal etiquettes 
influence the public speaking style of all of the legislators, not only the females. Both the 
male and female legislators are positioned on the same position during the comitte meetings, 
without discriminations. But, the stereotype about women itself and the lack of recognition of 
their ability indeed put the female legislators in unstrategic position, such as the lack of 
female leaders on the leadership structures inside the legislature. 
This research concludes that female legislators of DPRD Provinsi Jawa Tengah still have 
some troubles to do their role as a public speaker in the legislature from the stereotype and 
the Central Java cultures about females, that demand politeness and softness in their 
behaviours and also yet to recognize female’s abilities as leaders. 
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Pengalaman Komunikasi Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah 
Periode 2014/2019 dalam Rapat Komisi 
 
1. PENDAHULUAN 
Anggota legislatif memiliki peran sebagai komunikator, sebagai perwakilan masyarakat 
dalam pemerintahan. Posisi anggota legislatif perempuan terutama, memiliki posisi yang unik 
karena keterwakilan pemerintah dalam lembaga legislatif dilindungi oleh beberapa undang-
undang seperti UU No. 12 Tahun 2012 pasal 65 ayat 1 tentang keterwakilan perempuan, atau 
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sementara Indonesia 
sendiri masih memiliki budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada urutan kedua 
yaitu setelah laki-laki, sehingga menimbulkan sebuah ketimpangan sosial (Raja, 2008:52). 
Di Jawa Tengah sendiri, dari hasil Pemilu Legislatif periode 2014/2019 yang 
diadakan pada tahun 2014 lalu keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih 
kurang dari harapan. Dari 100 anggota DPRD Jawa Tengah yang terpilih hanya ada 23 orang 
perempuan, masih kurang dari 30 persen yang diharapkan, sementara penduduk perempuan 
di Jawa Tengah sendiri mencapai 50,39 persen (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014). 
Ada pula pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, terlalu sensitif, 
dan kurang rasional akhirnya juga menyebabkan diskriminasi dalam politik dan kepartaian, 
seperti yang terlihat dalam diskriminasi yang terjadi dalam penomoran calon dalam daftar 
bakal calon yang ditetapkan oleh partai. Selain masih seringkali hanya dianggap sebagai 
pelengkap dari peraturan kuota 30 persen yang telah ditetapkan, anggota legislatif perempuan 
yang telah terpilih sehingga juga belum secara menonjol hasilnya kinerjanya di dalam 
parlemen. Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sendiri dapat 
dilihat bahwa dari 23 anggota legislatif yang telah terpilih pun masih beberapa orang saja 
yang menduduki posisi penting seperti sebagai pimpinan baik dalam fraksi partai maupun 
komisi. Dari tujuh fraksi partai politik yang ada dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah hanya 
ada tiga partai yang memiliki ketua fraksi perempuan, yaitu Ir. MG. Nuniek Sri Y, MS dari 
PDI Perjuangan, Hj. Farida Rahman, S.AG, M.Si dari Partai Golkar dan Kartina Sukawati 
dari Partai Demokrat. Sedangkan beberapa anggota legislatif perempuan lainnya yang 
mendapat posisi strategis adalah Hj. Nursaadah, S.Pd.I, MH sebagai Sekretaris Fraksi PKB, 
Dr. Messy Widiastuti, MARS dari Partai PDI-P sebagai Sekretaris Komisi B, Hj. Sri Hartini, 
SH dari Partai Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C. 
Menjadi minoritas dalan lembaga legislatif yang didominasi laki-laki, kemampuan 
berkomunikasi anggota legislatif perempuan akhirnya akan sangat diuji. Karenanya anggota 
legislatif perempuan haruslah memiliki pengalaman komunikasi yang cukup, yang dapat 
dilihat salah satunya dari aspek public retorika dan public speaking yang telah dilakukan, jika 
ingin memastikan suaranya didengar dalam pembuatan keputusan. 
Adapun disebutkan bahwa ada perbedaan pada gaya berkomunikasi laki-laki dan 
perempuan, dimana perbedaan tersebut terletak pada tujuan komunikasi mereka itu sendiri. 
Perempuan menggunakan komunikasi sebagai alat untuk memperluas koneksi sosial dan 
menciptakan hubungan, sedangkan laki-laki menggunakan bahasa untuk meneruskan 
kekuasaan dan meraih hasil yang nyata atau fisik. Perempuan dinilai lebih ekspresif namun 
sopan, tidak tegas, dan menggunakan perasaan dalam berbicara. Sedangkan laki-laki lebih 
tegas dan haus kekuasaan, namun dinilai lebih mampu untuk memberikan solusi dari 
masalah-masalah yang ada, sebagai bentuk dari sifat laki-laki yang ingin menghindari diskusi 
interpersonal lebih lanjut yang tidak perlu (Basow & Rubenfield dalam Merchant, 2012: 17). 
Rumusan Masalah 
Kurangnya pengalaman komunikasi dalam bentuk retorika dan public speaking anggota 
legislatif perempuan akan menyebabkan tidak diperhatikan atau tidak didengarkannya 
pendapat serta aspirasi mereka dalam rapat komisi di mana sebagai lembaga legislatif DPRD 
akan menjalankan fungsinya yakni untuk membuat dan menetapkan Undang-undang. Padahal 
melalui kebijakan dan regulasi pemerintah kepentingan perempuan akan dapat terakomodasi 
dengan baik. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah pengalaman 
komunikasi anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014/2019 
dalam rapat komisi? Serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengalaman 
komunikasi anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014/2019 
dalam rapat komisi? 
 
Kerangka Teori 
Public speaking merupakan seni atau kemampuan berbicara atau menulis secara formal dan 
efektif terutama sebagai cara untuk membujuk atau mempengaruhi orang. 
Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi manusia menurut 
Aristoteles (Jalaluddin Rakhmat, 2014: 7), yaitu: pembicara harus mampu menunjukkan 
kepada pendengar bahwa pembicara memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang 
terpercaya, dan status yang terhormat (Ethos), pembicara harus menyentuh hati pendengar: 
perasaan, emosi, harapan, kebencian dan kasih sayang (Pathos), pembicara harus meyakinkan 
pendengar dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai bukti, sehingga pembicara 
mendekati pendengar melalui otaknya (Logos). Apa yang disebut ethos oleh Aristoteles kini 
disebut sebagai kredibilitas. Adapun kredibilitas tidaklah melekat pada diri pembaca, 
kredibilitas terletak pada persepsi khalayak tentang pembicara, yang mana dapat dibentuk 
atau dibangun.  
Ada tiga komponen penting dalam pidato, yang juga disebut sebagai Trisila Pidato, 
yaitu: kontak, olah vokal dan olah visual (Rakhmat, 2014: 78-80). Yang dimaksud dengan 
kontak adalah hubungan pembicara dengan pendengar. Sedangkan olah vokal merupakan 
mekanisme mengubah bunyi menjadi kata, ungkapan, atau kalimat. Olah visual merupakan  
gerak fisik yang setidaknya berfungsi untuk tiga hal, yaitu: 1) menyampaikan makna, 2) 
menarik perhatian, dan 3) menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat. 
John Gray (1992:61) menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari dua 
planet yang berbeda, sehingga mereka memiliki cara berkomunikasi, mengartikan pesan, dan 
mengekspresikan perasaan yang berbeda. Ekspresi yang digunakan hampir sama, namun 
memiliki konotasi dan penekanan emosi yang berbeda. Leaper (dalam Maccoby, 1998:47) 
menemukan bahwa sejak usia dini perempuan cenderung menggunakan bahasa yang 
kooperatif sedangkan laki-laki menggunakan bahasa yang lebih imperatif. Perempuan lebih 
ekspresif, ragu-ragu dan sopan dalam percakapan, sedangkan laki-laki lebih percaya diri dan 
haus akan kontrol dalam pembicaraan. 
 
2. PEMBAHASAN 
Berikut merupakan pembahasan hasil wawancara mendalam dengan tiga anggota 
legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014/2019 mengenai pengalaman 
komunikasi dalam rapat komisi. Tipe analisis data yang digunakan adalah tipe analisis data 
lapangan dengan menggunakan model Stevick – Colaizzi – Keen modifikasi Creswell.  
 
Public speaking anggota legislatif perempuan 
Berdasarkan hasil wawancara mendalam ditemukan bahwa ketiga informan memilki 
kepercayaan diri akan kemampuan mereka sebagai seorang public speaker. Ketiga informan 
juga membangun kredibilitas mereka dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki 
pengalaman berorganisasi serta pendidikan yang baik, serta menunjukkan sikap yang tenang 
dan kooperatif. 
Ketiga informan juga menghindari sikap atau perkataan yang menyinggung perasaan 
atau menimbulkan suasana tidak menyenangkan selama rapat, serta bekerja sama dengan 
anggota rapat lainnya dengan menyatukan kepentingan untuk membuat program, anggaran 
serta undang-undang. Bushby dan Majors (dalam Rakhmat, 2012:73) menjelaskan bahwa apa 
yang dilakukan oleh ketiga informan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki good sense, 
good character dan good will, tiga komponen penting dalam membangun kredibilitas. 
Ketiga informan menggunakan penyampaian yang menunjukkan ketenangan, baik 
dalam ekspresi, isyarat tubuh maupun suara mereka. Disebutkan bahwa ada formalitas tata 
cara dalam rapat yang disebut sebagai pakem, yang tidak tertulis secara formal, yang 
mengatur bagaimana semua anggota legislatif harus berbicara dan bersikap dalam rapat. 
Dalam kode etik DPR sendiri tidak dijelaskan secara mendetil mengenai hal tersebut, dan 
hanya disebutkan bahwa anggota wajib memanggil pimpinan rapat sebagai “Yang Mulia” 
serta pimpinan rapat mengatur penuh jalannya alur komunikasi dalam rapat, seperti yang 
disampaikan dalam etika persidangan (http://www.dpr.go.id/tentang/kode-etik). 
Grunig menjelaskan bahwa organisasi dan lingkungannya merupakan sebuah sistem, 
dan teori sistem menunjukkan bahwa semua bagian dari sebuah sistem dan lingkungannya 
berinteraksi dan menpengaruhi satu sama lain (Grunig, 2002:480). Hal ini menjelaskan 
bahwa tata cara atau pakem yang berlaku, baik formal maupun informal, dapat 
mempengaruhi bagaimana anggota legislatif baik laki-laki maupun perempuan dalam 
berperilaku, dalam hal ini berbicara saat rapat komisi. 
 
Meskipun berada dalam kondisi yang sama, dengan adanya batasan tata cara 
persidangan, dengan gaya komunikasi yang mirip dalam menunjukkan ketenangan ketika 
berbicara, namun ketiga informan memiliki gaya yang berbeda terutama ketika 
menyampaikan ketidaksetujuan. Larry King menjelasakan bahwa meskipun berada dalam 
kondisi yang serupa, namun setiap public speaker haruslah memiliki gayanya sendiri dalam 
berbicara sehingga ucapan mereka menjadi efektif (1994: 75). King menyebutkan bahwa 
gaya bicara setiap public speaker bisa saja berbeda, namun tidak berarti bahwa gaya yang 
satu lebih baik daripada yang lain. melainkan kesuksesan public speaking sangat bergantung 
pada bagaimana public speaker mampu mengembangkan gaya berbicara yang paling sesuai 




Budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi retorika dan public speaking anggota 
legislatif perempuan. Budaya sangatlah mempengaruhi bagaimana seseorang memandang 
segala hal di sekitarnya, dan bagaimana seseorang bersikap dan menanggapi hal-hal yang 
terjadi dalam hidupnya (Kroeber and Kluckhohn, 1952: 181 dalam Zegarac, 2008:49). 
Dominasi budaya juga masih ditemukan pada lingkungan rapat komisi DPRD Provinsi Jawa 
Tengah, dimana anggota legislative dituntut untuk menjaga sopan santun dan tata karma 
dalam berbicara, tidak menggunakan intonasi yang tinggi. Masih adanya pakem yang 
berangkat dari budaya Jawa tersebut membatasi dinamika olah vocal dan olah visual yang 
dapat dilakukan oleh anggota legislative, terutama pada anggota perempuan, karena masih 
kuatnya pandangan bahwa perempuan tidak pantas atau tidak sepatutnya menaikkan suaranya 
atau menggunakan cara bicara yang keras dan menggebu-gebu.  
M. Marlene Martin mengutip Hildred Geertz (1961) menjelaskan pula bahwa dalam 
budaya Jawa konflik interpersonal, kemarahan dan tindakan agresif ditekan atau dihindari, 
sehingga membuat ekspresi perbedaan pendapat sulit untuk dilakukan. Kritik secara 
langsung, kekesalan dan kemarahan jarang sekali ditunjukkan, dan seringkali justru 
ditunjukkan dengan cara tidak berbicara satu sama lain. 
Selain itu masih adanya stereotype mengenai perempuan juga dapat menjadi salah 
satu factor yang berpengaruh, Dimana bisa dilihat dari jumlah anggota perempuan pada 
komisi-komisi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah, jumlah terbanyak anggota  
perempuan terdapat di komisi C yang membidangi bagian keuangan, yakni sebanyak 7 orang 
atau 36,84 persen. Berikutnya adalah komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat, yakni 
sebanyak 5 anggota atau 26,32 persen. Diikuti oleh komisi B yang membidangi bidang 
perekonomian dan komisi D yang membidangi bidang pembangunan sebanyak masing-
masing 4 anggota atau 21,05 persen. Sedangkan di komisi A yang membidangi bidang 
pemerintahan, di mana termasuk di dalamnya pemerintah umum, pembuatan undang-undang, 
kepala daerah, dan lain-lain hanya ada 3 anggota perempuan atau 15,79 persen. Adapun dari 
kelima komisi yang ada, posisi pengurus komisi perempuan hanya ada di komisi B  dan  C 
yang keduanya berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Selain itu stereotype lainya juga 
terlihat dari adanya komentar miring mengenai perempuan kerika rapat akan diadakan di 
malam hari, seperti bagaimana perempuan tidak akan datang. Stereotype yang disebabkan 
oleh budaya lokal ini dapat menyebabkan perilaku tidak sadar dari perempuan mengenai 
apakah yang diekspektasikan dari mereka di tempat kerja karena jenis kelamin mereka, yang 
seringkali mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja, bahkan sampai gaya komunikasi 
mereka. 
Berikutnya adalah masih belum adanya pengakuan kemampuan anggota legislative 
perempuan ditunjukkan dengan jarangnya pemberian posisi ketua atau posisi strategis lainnya 





1. Pendidikan, pengalaman berorganisasi, serta interaksi dengan banyak orang 
berpengaruh pada kemampuan public speaking anggota legislatif Perempuan dengan 
menciptakan kredibilitas serta kepercayaan diri anggota legislative perempuan. 
2. Adanya pakem dalam budaya Jawa yang menonjolkan kesopanan dan tata krama yang 
berlaku dalam tata cara rapat dan siding membatasi dinamika komunikasi verbal dan 
non-verbal anggota legislatif, baik laki-laki maupun perempuan. 
3. Kurangnya penggunaan diksi dan tidak maksimalnya olah visual dalam berbicara saat 
rapat dapat menyebabkan dianggap rendahnya kemampuan public speaking anggota 
legislative permpuan. 
4. Ada beberapa factor eksternal yang mempengaruhi dianggap rendahnya kemampuan 
public speaking anggota legislative perempuan yaitu: 
a. Pengaruh dominasi budaya Jawa pada gaya komunikasi, dimana budaya Jawa 
menekankan pada kesopanan, unggah-ungguh, tata krama, cenderung tidak 
menggunakan intonasi bicara yang tinggi, dan menekankan aspek kekeluargaan. 
b. Masih adanya stereotype mengenai perempuan bahwa perempuan identik dengan 
bidang-bidang rumah tangga seperti keuangan, perekonomian, dan lain-lain, serta 
komentar miring mengenai perempuan. 
c. Masih belum adanya pengakuan kemampuan anggota legislative perempuan 
ditunjukkan dengan jarangnya pemberian posisi ketua atau posisi strategis lainnya 
pada anggota legislative perempuan. 
 
Saran 
a. Perlunya diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan anggota 
legislative perempuan terutama dalam public speaking. 
b. Perlunya anggota legislative perempuan menjalin hubungan yang baik dengan awak 
media untuk meningkatkan awareness masyarakat dengan memiliki kemampuan 
public speaking yang bagus, serta mampu menjadi news maker. 
c. Perlunya politisi perempuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, 
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